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BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR a3 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2022- 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONDOWOSO,

bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang
sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan
penurunan stunting;

bahwa prevalensi Stunting Kabupaten Bondowoso masih cukup
tinggi sehingga diperlukan percepatan penurunan Stunting
secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi,
sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten,
Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten
Bondowoso Tahun 2022 -2024;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5680);

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 188 );

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Ketahanan Pangan
Nomor 43/Permentan/0OT.140/7 /2010 tentang Pedoman Sistem
Kewaspadan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 383);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2013 tentang
Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 58);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 967 );

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 825 );

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1110 );

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu
Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1840);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan,
dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan
Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1223);

18.Peraturan...
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun
2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1505);

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2021 tentang
Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting
Indonesia Tahun 2021 -2024

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi 2021 -2024;
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/346/KPTS/013/2021 tentang Tim Pembinaan dan
Pengawasan Kinerja Kabupaten /Kota Percepatan Pencegahan
Stunting Terintegrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 -2024;
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten
Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun
2013 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun
2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN

STUNTING KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2022-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bondowoso.

3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD
adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5.Perangkat...
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Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat dengan
PD terkait adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah yang terlibat dalam percepatan
penurunan Stunting.

Pemangku Kepentingan, adalah semua pihak di dalam
masyarakat, yang meliputi individu, komunitas atau
kelompok masyarakat, unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah, sektor swasta, instansi, lembaga dan pihak terkait
lainnya, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap
permasalahan Stunting.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan
anak akibat kekurangan gizi kronis, dan infeksi berulang,
yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badanya berada
dibawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
klesehatan.

Intervensi Spesifik, adalah kegiatan yang dilaksanakan
untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting
Intervensi Sensitif, adalah kegiatan yang dilaksanakan
untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya
stunting

Percepatan Penurunan Stunting, adalah setiap upaya yang
mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang
dilaksanakan secara konvergen,holistic,integrative, dan
berkwalitas melalui kerjasama multisektor di pusat,daerah,
dan desa.

Prevalensi adalah jumlah orang dalam populasi yang
mengalami penyakit, gangguan atau kondisi tertentu pada
suatu tempo/waktu tertentu di suatu wilayah.

Strategi Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-
langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk
percepatan penurunan Stunting dalam rangka pencapaian
tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapain
target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak
berusia dibawah S (lima) tahun.

Tim Percepatan Penurunan Stunting, yang selanjutnya
disingkat TPPS adalah Organisasi Percepatan Penurunan
stunting.

Tim Pendamping Keluarga, yang selanjutnya disebut TPK
adalah Tim Pendamping Keluarga yang bertugas melakukan
pendampingan langsung terhadap calon pengantin.

Keluarga Berisiko Stunting, adalah Keluarga yang memiliki
satu atau lebih faktor risiko stunting yang terdiri dari
keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon
pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga)
bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh
sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan
orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air
minum tidak layak.

16.Pemantauan....
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16. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan  percepatan penurunan stunting,
mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang
timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan
sedini mungkin.

17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara
target dan capaian pelaksanaan percepatan penurunan
stunting.

18. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen
perkembangan atau hasil pelaksanaan  percepatan
penurunan stunting secara periodik oleh penyelenggaran
percepatan penurunan stunting.

BAB II
STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 2

(1) Dalam rangka percepatan penurunan stunting, ditetapkan
Strategi Percepatan Penurunan stunting.
(2) Strategi percepatan penurunan stunting sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. menurunkan prevalensi stunting;
b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan
berkeluarga;
c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
d. memperbaiki pola asuh;
e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
dan
f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 3

Pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan kelompok
sasaran meliputi:

a. remaja;

b. calon pengantin;

c. ibu hamil;

d. ibu menyusui; dan

e. anak berusia O (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 4

Strategi percepatan penurunan stunting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan strategi percepatan penurunan stunting
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun rencana
aksi melalui pendekatan keluarga berisiko stunting.

(2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari kegiatan prioritas, paling sedikit mencakup:

a. penyediaan data keluarga berisiko stunting;
b. pendampingan keluarga berisiko stunting;
c.pendampingan...
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c. pendampingan semua calon pengantin/calon

d. Pasangan Usia Subur (PUS);

e. surveilans keluarga berisiko stunting; dan

f. audit kasus stunting.

Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah
Desa/Kelurahan, dan Pemangku Kepentingan dalam
pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Pasal 6

Penyediaan data keluarga berisiko stunting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertujuan untuk
menyediakan data operasional melalui:

a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon
pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga)
bulan pranikah;

b. penapisan ibu hamil;

C. penapisan keluarga terhadap ketersediaan
pangan, pola makan, dan asupan gizi;

d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur

e. (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;

f. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak
berusia di bawah lima tahun (balita);

g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana
jamban dan air bersih; dan

h. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah
sehat.

Pendampingan keluarga berisiko stunting sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertujuan untuk

meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

a. penyuluhan;

b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan

c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.

Pendampingan semua calon pengantin/calon

Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf ¢ wajib diberikan 3 (tiga) bulan

pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

Surveilans keluarga berisiko stunting  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d digunakan sebagai

pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan
dalam Percepatan Penurunan Stunting.

Audit kasus stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal

S ayat (2) huruf e bertuyjuan untuk mencari penyebab

terjadinya kasus Stunting sebagai wupaya pencegahan

terjadinya kasus serupa.

BABIIIL...
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BAB Il
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING

Pasal 7

(1) Strategi percepatan penurunan stunting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan rencana aksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 menjadi acuan bagi Pemerintah
Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemangku
Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan percepatan
penurunan stunting.

(2) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan
penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/ Kelurahan dan
Pemangku Kepentingan melaksanakan program dan
kegiatan percepatan penurunan stunting melalui:

a. penguatan perencanaan dan penganggaran;

b. peningkatan kualitas pelaksanaan;

c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan
pelaporan; dan

d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 8

(1) Pemerintah  Desa/Kelurahan mengoordinasikan dan
melaksanakan percepatan penurunan stunting di tingkat
Desa/Kelurahan.

(2) Pemerintah Desa/Kelurahan memprioritaskan penggunaan
dana Desa/Kelurahan serta mengoptimalkan program dan
kegiatan pembangunan dalam mendukung penyelenggaraan
percepatan penurunan stunting.

Pasal 9

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan
rekomendasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam
perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan
pembangunan Desa/Kelurahan terkait Percepatan Penurunan
Stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 10

Penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dilakukan
secara konvergen dan terintegrasi oleh Pemerintah Daerah,
Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemangku Kepentingan.

Pasal 11

(1) Kepala Badan yang membidangi perencanaan menetapkan
Desa/Kelurahan lokasi prioritas pelaksanaan program dan
kegiatan  percepatan penurunan = stunting setelah
dikoordinasikan dengan PD terkait.

(2)Penetapan...
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Penetapan Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi prioritas
percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan mempertimbangkan Desa/Kelurahan
dengan kriteria:

a. komitmen kabupaten;

b. persentase penduduk usia 15 (lima belas) sampai
dengan 24 (dua puluh empat) tahun;

jumlah anak berusia dibawah lima tahun (balita)
Stunting;

prevalensi anak berusia di bawah lima tahun

(balita) Stunting; dan

tingkat kemiskinan.

R W

BAB IV
KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

Pasal 12

Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan
stunting di tingkat kabupaten, Bupati membentuk Tim
Percepatan Penurunan Stunting yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dbertugas
mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi
penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat
kabupaten dan kecamatan.

Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Stunting
tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit terdiri dari perangkat daerah terkait dan
Pemangku  Kepentingan, termasuk Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang
disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 13

Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan
stunting di tingkat Kecamatan, Camat membentuk Tim
Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kecamatan yang
ditetapkan dengan Keputusan Camat.
Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dbertugas
mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi
penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat
Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

(3) Susunan...
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Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Stunting
tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit terdiri dari unsur kecamatan dan Pemangku
Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan yang
disesuaikan dengan kebutuhan Kecamatan.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 14

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan
Stunting di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah
membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat
Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa/Keputusan Lurah.

Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat
Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting di  Tingkat Desa/Kelurahan.

Susunan keanggotaan Tim  Percepatan Penurunan
Stunting tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah
Desa/Kelurahan dan paling sedikit terdiri dari:

Tenaga Kesehatan,;

Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas
Lapangan Keluarga Berencana;

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (TP-PKK);

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)
dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia
(KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

o a0 op

BABV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan bertujuan untuk:

a.

b.

C.

mengetahui Kemajuan Dan Keberhasilan Pelaksanaan
Percepatan Penurunan Stunting;

memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan
percepatan penurunan stunting;

menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran
serta peningkatan akuntabilitas percepatan
penurunan stunting;

. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan,

keluaran, dan target strategi percepatan penurunan
stunting dan Rencana Aksi Nasional; dan
e.menjadi...
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menjadi  pertimbangan pemberian rekomendasi untuk
pencapaian keberhasilan pelaksanaan percepatan
penurunan stunting.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan
Penurunan Stunting dilakukan oleh Pemerintah
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai
dengan kewenangannya.

Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan

Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di

Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa/Kelurahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan percepatan

penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didukung dengan:

a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan
desa dengan memaksimalkan  sistem informasi yang
sudah ada berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. riset dan inovasi serta pengembangan
pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 17

TPPS Desa/Kelurahan melaporkan penyelenggaraan
Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan di
wilayahnya kepada Camat paling sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Camat melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting tingkat Kecamatan di wilayahnya kepada bupati
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Wakil
Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan, dan
evaluasi menyampaikan hasil laporanpenyelenggaraan
Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Ketua Pelaksana paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.
Ketua Pelaksana mengoordinasikan dan menyampaikan
laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada
Bupati selaku Ketua Pengarah, paling sedikit 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.

(S) Bupati...
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(5) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1
(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(6) Pelaporan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (4)
disampaikan secara rutin paling lambat 15 (lima belas) hari
setelah pelaksanaan periode pelaporan.

Pasal 18

(1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan
Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting
disampaikan melalui sistem manajemen data dan informasi
sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan,
strategi intervensi, perencanaan program,dan
kegiatan/intervensi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting.

(2) Sistem manajemen data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh
Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi serta Knowledge
Management.

BAB VI
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 19

Sumber pendanaan percepatan penurunan stunting berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran
pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang
sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Tahun
2019-2023 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2019 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 21...
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Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3V Maret 2022

BUPATI B WOSO,

S A FIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 31 Maret 2oc2a2

KABUPATEN BONDOWOSO,

BAMBANG SOEKWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2022 NOMOR 23



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2022- 2024

MATRIK RENCANA AKS] PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

RENCANA 'KEGIATAN. KEGIATAN INDIKATOR | SAs ARAN AL Y’TARGBT‘ PENANGGU"G | PENGAMPU | . ggp
Nﬂ AKSI PRIGRITAS OPERASIONAL KEBERHASILAN CRASARATNSATEE jAWAB R R o
G @ e @ IG) @ | 0 | @ |@eas 00 az a3
1; ’Klusber a.Penyediaan 1).Pendataan Tersedianya Keluargab | Data 1 1 1 | Pemerintah | Dinkes, Intervensi
DataPr DataKeluar | keluarga Data erisiko kab Dinsos Sensitif
esisi gaBerisiko berisikoStunti keluarga(PUS) | Stunting P3AKB,
Stunting ng. berisiko Dinas PKP
Stunting. CipTaru,
Kemenag,
DPMD,
BP4D,
BPS,
Pemerintah | Dinkes,
2).Pendataan a)Tersedianya | Catin/Ca | Data 1 1 1 | kab Dinsos
Catin/Calon PUSY| gata Catin/ Ca | PUS P3AKB,
3 (tiga) bulan pys 3 (tiga) Kemenag,
sebelum bulan sebelum :
menikah dan| menikah.
Penapisan b)tersedianya Data 1 1 1
Catin/Calon PUS 43ta Catin/
dengan CaPUS yang
Pemeriksaan terdeteksi
kesehatan. anemia.

208



c). Tersedianya
data status gizi
Catin/ CaPUS
(kurus
<18,4/norm al
18,5-25/
gemuk > 25).

Data

3).Pendataan ibu
hamil.

a).Tersedianya
data ibu
hamil

b).Tersedianya
data Ibu
hamil
dengan
4(empat)Te
rlalu(Terlal
uMudas

19tahun;Ter

laluTua
>35tahun;T
erlaluDekat
<24bulan;T
erlalubany
ak>2anak).

c).Tersedianya

data ibu
hamil

dengan
anemia.

Ibu
hamil

Data

Data

Data

Pemerintah

fkab

Pemerintah
[lab

Pemerintah
[lcab

Dinkes,

Dinkes,

Dinkes,

Intervensi
Sensitif

Intervensi
Sensitif

Intervensi
Sensitif




. |RENCANA4|  KEGIATAN | KEGIATAN | INDIKATOR I T TARGET | |pemanceunc! b e
NOIAKSI | PRIORITAS |OPERASIONAL|KEBERMASILAN| SASARAN \SATOAN—op oppr 0y A AWAD | PENGAMPU | KETERANGAN
a2 | 8. @ B m @&l 0 |- @2 | {3
d). Tersedianya ata 1 1 I [Pemerintah Kab |Dinkes, Intervensi
data ibu Sensitif
hamil KEK.
e).Tersedianya bam 1 1 1 [Pemerintash Kab Dinkes, Intervensi
data ibu Sensitif
hamil
dengan
pertumbuh
an janin
terhambat(
PJT).
4).Pendataan Ibu pasca
PUS Pasca Tersedianya | Persalinan pag 1 1 1 [Pemerintah Kab [Dinkes, Intervensi
Persalinan data ibu yang Sensitif
dan Masa belum
Interval yang | menggunakan
termutakhir KB Pasca
kan persalinan
15).Pendataan
PUS ingin anak Tersedianya PUS 15-49
'12:1'(’?:;? data tabun Data 1 | 1 | 1 [Pemerintah Kab {Dinkes, Intervensi
nak lagi yang PUSIAT/TIAL Dinsos P3AKB, | Sensitif
elum ber-KB. | ¥’ ang belum
berKB.
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NO

IRENCANA]

CUAKST

' KEGIATAN
PRIORITAS

OPERASIONAL

 KEGIATAN

__ INDIKATOR
KEBERHASILAN

' SASARAN

. TARGET .

SATUAN]-—

2022

2023

2024

PENANGGUNG
" jawWAB |

'PENGA
MPU_

~ KETERANGAN

I3

2 |

3

778

-5

EGH

@

)

(10)

a3

_(12)

03

6).Pendataan

Dan
penapisan
anak usia
0-23 bulan

| data anak
! usia 0-23
! bulan.

a).'[‘ersedianyé !
¢ usia0-23

Amnak

bulan

Data

[Pemerintah Kab Dinkes,

Intervensi
Sensitif

b).Tersedianya
data anak 0
bulan
dengan
beratbadan

c).Tersedianya
data anak O
bulan
dengan
panjang
badan
<48cm.

<2.500gram:

d).Tersedianya
data anak O-
6 bulan
yang
menerima
ASI
eksklusif

Data

Data

Pemerintah Kab

[Pernerintah Kab

Dinkes,

Dinkes,

Intervensi
Sensitif

Intervensi
Sensitif

Data

Pemerintah Kab

Dinkes,

Intervensi
Sensitif

e).Tersedianya
data anak
usia 6-23
bulan yang
mendapat
kan MPASL

Data

Pemerintah Kab

Dinkes,

Intervensi
Sensitif




NO

" KEGIATAN

KEGIATAN

~ INDIKATOR

SASARAN

. TARGET

SATUAN

2022

2023

2024

- PENANGGUNG
. JAWAB

| PENGAMPU *

* KETERANGAN

@l

~ PRIORITAS

OPERASIONAL

KEBERHASILAN

0

8

ag)|

(11

T a3y

ﬂ.’[‘érsedian
data anak O-
23 bulan
dengan diare]
kronis.

Data

Pemerintah
kab

Dinkes,

g).Tersedianya
data anak
usia 0-23
bulan
dengan gizi
kurang.

h).Tersedianya
data anak
usia 0-23
bulan
dengan gizi
buruk.

i).Tersedianya
data anak
usia 0-23
bulan yang
menerima
imunisasi
dasar
lengkap.

Data

Pemerintah
kab

Dinkes,

Intervensi
Sensitif

Data

Pemerintah
kab

Dinkes,

Intervensi
Sensitif

Data

Pemerintah

' kab

Dinkes,

Intervensi
Sensitif




_PRIORITAS

" KEGIATAN |

KEGIATAN.

KEBERHASILAN

 INDIKATOR |

SATUAN

| TARGET

2022|20232024

'PENANGGUNG
T awaB -

PENGAMPU | KETERANGAN

Tl

&

OPERASIONAL
@

®

(8

7

@ an

T @y

|

——— (13)

j).- Tersedianya
data anak O-
23 bulan
yang diukur
berat badan
dan
panjang/
tinggi
badan
sesuai
standar.

Data

1 1 1

Pemerintah
kab

Dinkes,

Intervensi
Sensitif

k).Tersedianyad
ata anak
usia 0-23
bulan yang
dipantau
perkembang
annya
sesuai
standar.

Data

Pemerintzh
kab

Dinkes,

Intervensi
Sensitif
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~ TRENCANA

NO

| PRIORITAS .

 KEGIATAN
OPERASIONAL

INDIKATOR |
KEBERHASILAN|

T TARGET

202220232024 -

'PENANGGUNG

JAWAB

PENGAM?U

KETERANGAN

@

B

N

= |

@

Iz

i/

an

N 2

T ay

7).Pendataan '

dan
penapisan
anak usia
24-59
bulan.

a).Tersedianya
data anak
usia 24-59
bulan.

VAnak

b).Tersedianya
data anak
usia 24-59
bulan
dengan diare
kronis.

c).Tersedianya
data anak
usia24-59
bulan
dengan gizi
kurang.

d).Tersedianya
data anak
usia 24-59
bulan
dengan gizi

buruk.

usia 24-
59 bulan

Data

1

1

1

Pemerintah
kab

Dinkes,

Intervensi
Sensitif

Data

Data

Data

Pemerintah
kab

b

1 }ll::merintah

iPemerintah

b

Dinkes,

Dinkes,

Dinkes,

Intervensi
Sensitif

ﬁntewensi
Sensitif

[Intervensi
Sensitif




: thCANA

~AKSI

KEGIATAN |

'KEﬁnﬁﬂﬁﬁf

INDIKATOR

—
HEBBN&NHLAN'quRAN

TARGET

:Penm«umuc

SATUAN

2 ':ZﬂZdzoz i

JAWAB

PBNGAMPO_¢

KETERANGAN

' 5Fﬂ=

BCR

6

T

(4

(13]

- e] .[umlah

data anak
usia 24-59
bulan yang
diukur
berat
badan dan
tinggi
badan
sesuai
standar.

Data

0 | &3 | €
1

Pemerintah
kab

Di nkes,

IntervenSI
Sensitif

f).Jumlah
data anak
usia 24-59
bulan yang
dipantau
perkemban
gannya
sesuai
standar.

Data

Pemerintah
kab

Dinkes,

Intervensi
Sensitif

8).Pendataa

Dan

penapisan
eluarga
rasejahtera
enerima
rogram

bantuan social.

a).Tersediany
data
keluara
prasejahte
a
penerima
program
bantuan
sosial.

Keluarga

sejahtera

Data

Pemerintah
kab

Dinsos P3AKB

Intervensi
Sensitif




: OPERASIONAL

KEG]ATAN

IND'IKATOR

KEBERHASILAN

SATUAN

[ _TARGET

. 2032 2023 20241

PENANGGUNG
IAWAB

PENGAMPU

KETERANGAN

@

(4}; B

o)

G

(8) | (10} |

nnl

2

3]

( il

H b).Tersedianya

data
keluarga
penerima
manfaat
(KPM)
dengan ibu
hamil, ibu
menyusui,
anak
berusia
dibawah 2
tahun yang
menerima
variasi
bantuan
pangan
selain beras
dan telur.

c).Tersedian
ya data PUS
prasejahtera

yang

memperoleh :

bantuan
tunai
bersyarat

Data

Data

1 1 1

Pemerintah
kab

Pemerintah
kab

Dmkes,
Dinsos
P3AKB,

Dinsos
P3AKB,

lntervensn
Sensitif

{[ntervensi
Sensitif
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i~ [RENCANA|  KEGIATAN | KEGIATAN | INDIKATOR | . avione onmeros . TARGET PENANGGUNG NG ANABIL [{ETE GAN
NO AKS] P RIDRITAS DPBRASIONAL KEBERHAS[LAN SASARAN SATUAN 20221202 2024 JAWAB ‘ PENGAMPU RAN
a. @ 3 @ | & | e | o |elEian g Gz (13)
10).Pendalaan Tersedianya Keluarga | Data 1 1 L Pemermmhk Dinkes, lntervensn

memiliki data memiliki | memilikir ab PKP CipTaru Sensitif

remaja, remaja, emaja,dan BP4D

dan/atau dan/atau /atau

dengan ibu| dengan ibu dengan

hamil, hamil, ibuhamil,

dan/atau dan/atau ibu dan/atau

ibu menyusui, ibu

menyusui, | dan/atau menyusui

dan/atau yang memiliki | ,dan/atau

yang anak usia 0- yang

memiliki 23 bulan yang | memilikia

anak usia belum nak usia

0-23 bulan | memiliki Q-23

terhadap sarana rumah | bulan

kepemilika| sehat

n sarana

rumah

sehat.

11).Pendataan | Tersedianya Keluarga | Data 1 1 1 | Pemerintah | Dinkes Intervensi

keluarga Keluarga memiliki kab Dinsos P3AKB Sensitif

memiliki memiliki remaja,

remaja, remaja, dan/atau

dan/atau dan/atau dengan

dengan ibu| denganibu ibu hamil,

J hamil, hamil, ! dan/atau
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NO

_[RENCANA|  KEGIATAN

_ KEGIATAN

- INDIKATOR

'SASARAN [SATUAN

_TARGET

2022

2023

202

| PENANGGUNG|

PENGAMPU

'KETERANGAN

. PRIORITAS

OPERASIONAL

KEBERHASILAN

RCIA

8

an

Ty

7

@9

| d]Tersedxa nya

data PUS
prasejahtera
yang
memperoleh
bantuan

pangan non-
tunai.

Data

1

1

1 Pemerintah
kab

Dinkes,
Dinsos
P3AKB,

Intervensi
Sensitif




9).Pendataan
memiliki
remaija,
dan/atau
dengan ibu
hamil,
dan/atau
ibu
menyusui,
dan/atau
yang
memiliki
anak usia
0-23 bulan
terhadap
akses air
minum
layak.

e).Tersedianya
data PUS
prasejahtera
yang
memperoleh
Penerima
Bantuan
Iuran(PBI).

Tersedianya
data memiliki
remaija,
dan/atau

dengan ibu

amil,

an/atau ibu
enyusui,

an/atau yang
emiliki anak

sia D-

3 bulan yang
lum
engakses air
inum layak.

-12-

Keluarga
memiliki
remaja,
dan/atau
dengan
ibu
hamil,dan|
/atau ibu
menyusui,
danfatau
yang
memiliki
anak usia
0-23
bulan

Data

Data

Pemerintah
kab

Pemerintah
kab

Dinkes,
Dinsos
P3AKB,

Dinkes,
PKP CipTaru
BP4D

Intervensi
Sensitif

Intervensi
Sensitif
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no[RENCANA!  KEGIATAN | KEGIATAN | INDIKATOR | ... . | ... | TARGET - |PENANGGUNG| * “Ei R ANGAN
NO - AKSI ‘--_SP'?IORIT‘SS,' OPERASION . KEBERHASIL | ~oARAN SAWAN 2022 zozalzom JAWAB - PENGAMPU PRANGAR.
@ @ {{-J"t‘ BT IR 7 R RN (7 S (RN £ R 'kf'[‘u@]f‘ ;(,9}- (10} "?li;;(11) = (12} o (13)
dan/atau dan/atau Ibu
ibu ibumenyusui | menyusui
menyusui, | ,dan/atau ,
dan/atau | yang memiliki | dan/atau
yang anak usia yang
memiliki 0-23 bulan memilild
anakusia yang belum anak
0-23 bulan | memiliki usia 0-23
terhadap | jambansehat | pulan
kepemilik
an jamban
sehat.
12).Pendataan | Tersedianya Desa Data 1 1 1 | Pemerintah | Dinkes, Intervensi
desa data desa kab Dinsos Sensitif
prioritas prioritas P3AKB, Dinas
Stunting. Stunting. PKP CipTaru,
Kemenag,
DPMD,
BP4D, BPS,
|
bb. surveilans enyelenggaraa |Tersedianya - Keluarga | Persen | 50 | 75 | 100| Pemerintah | Dinkes, Intervensi
keluarga n surveilans data hasil berisiko kab Dinsos Sensitif
keluarga surveilans Stunting P3AKB, Dinas
PKP CipTaruy,
Kemenag,
DPMD, BP4D,
BPS
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Ino/RENCANAl  KEGIATAN | KEGIATAN | INDIKATOR o ewmrinsel- TARGET  |PENANGGUNG| —~ PENGAMPU | -
| AKS! .| PRIORITAS '|opERASIONAL|KEBERHASILAN| >0 o (SATOAN  oedz0zd  JawaB | -*-.,[FE,TEWGAN
@l @ & | e B/ (6} 7} & @iae a1 0z (3
berisiko berisiko teluarga
Stunting Stunting; erisiko
Stunting,;
2. Klustel" @.Pendamping [1).Pembentuka) Persentase Desa/kely Persen | 100|100| 100| Pemerintah | Dinsos P3AKB Intervensi |
perasion| anKeluarga| n Tim| desa/ rahan desa/kelur | Dinkes Sensitif
1 Berisiko Pendamping | kelurahan ahan
Stunting Keluarga yang minimal
(TPK) memiliki
diseluruh TPK.
desa/
kelurahan.
2).0Orientasi Persentase TPK Persen | 100 | 100]| 100 | Tim Dinsos P3AKB Intervensi
manajemen | TPK yang percepatan | Dinkes Sensitif
dan mendapatkan penurunan
substansi orientasi. Stunting
Stunting kecamatan
bagiTPK. dan desa/
kelurahan,
TPK
3).KIE Persentase Desa/kelu] Persen | 80 | 85 | 90 | Pemerintah | Dinsos P3AKB, Intervensi
Kelompo desa/ rahan desa/kelur Dinkes, Sensitif
Kkeluarg kelurahan ahan Diknas
aberisiko yang TPK-
Stunting. nya
melakukan
KIE kelompok




-15-

|RENCANA KEGIATAN | KEGIATAN | INDIKATOR . ... 1 TARGET |PENANGGUNG| - PENGAMPU | ____ .
"7 AKSL. | PRIORITAS OPERASIONAL KEBERHASILAN SASARA’N SATUAN 7032 20232024 _ Jawas [fETERANGAN
@)@ | . 1’(3}};11 e T ®m ',\,:'(6)'!7: Nt A AN BRI 1) 2y | - (13)

minimal lka]i
perbulan.
4).KIE Persentase Keluarga | Persen | 30 | 40 | 50 | Pemerintah | Dinsos P3AKB, [ntervensi
rpersonal | keluarga berisiko desa/kelur | Dinkes, Sensitif
epada berisiko ! Stunting ahan,
eluarga Stunting yang
berisiko mendapatkan
Stunting. KIE
Interpersonal
sesuai
standar.
5).Pendampin |a).Persentase Ibu Persen | 80 | 85 | 90 | Pemerintah | Dinsos P3AKB Intervensi
gan Ibu Ibu hamil Hamil desa, Spesifik
Hamil. yang Pemerintah
menerima kab/kota
pendamping
-an.
b).Persentase fbu Persen | 70 | 75 | 80 | Pemerintah | Dinkes [ntervensi
ibu hamil hamil desa Spesifik
yang Anemia Pemerintah
mengonsum kab/kota
si 90 Tablet
Tambah
Darah{TTD)
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No[RENCANA| - KEGIATAN : | KEGIATAN | INDIKATOR | _, .. . [  TARGET - NGEUNG| e
NOl'" el | oRianITa L ERE TN o AN R U g leaTn i | PENANGGUNG| AR 1 R
| AKsl | PRIORITAS |QPERASIONAL KEBERHASILANSASARAN SATUAN 2022(2023]2 " JAWAB [T ENGAMPU Kmm“”
‘a2 o e oM ®] arny - | a2 | (13
selamabke
hamilan.
c).Persentase Ibu Persen Pemerintah | Dinkes Intervensi
ibu hamil hamil desa, Spesifik
KEK yang KEK Pemerintah
menerima kab
tambahan
asupan
gizi.
d).Persentase Ibu hamill | Persen Pemerintah | Dinkes Intervensi
Ibu hamil dengan desa, Spesifik
dengan Pertumbu Pemerintah
Pertumbuha| han Janin kab
n Janin T‘erhambq
Terhambat | t (PJT)
(PJT) yang
mendapat
tatalaksana
kesehatan.
6).Pendamping| Persentase KB | PUS Persen Pemerintah | Dinsos Intervensi
an ibu Pasca Pasca desa, P3AKB Sensitif
pasca persali{ persalinan. persalin Pemerintah | Dinkes
nan. an kab
7).Pendamping| Persentase PUS Persen Pemerintah | Dinsos Intervensi
an PUS ingin| penurunan desa, P3AKB Sensitif
anak Unmetneed.
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Dan gizi.

L |RENCANA% KEGIATAN | keciatan - | momaror | ] .. 'I‘ARGET e e
NO AKSI PRIORITAS N opemsxom;, - KEBERHASILAN | SASARAN. ;SA'I_._‘QAI‘}I o5 zozslzoz ?E“A}fvﬁgg“ (PENGAMP.U, KETERANGAN
@l @ NoR @ N3 .| 7 |e|elanl ay 12) (13}
ditunda [IAT] Pemerintah
atau tidak kab
ingin anak r
lagi (TIAL). !
iB).Pendamping| a).Persentase Keluarga | Persen 80 | 85 90| Pemerintah | Dinkes, Intervensi
an keluarga keluarga dengan desa, Dinsos Spesifik
dengan anak dengan anak|{ anak Pemerintah | P3AKB
usia0-23 usia 0-23 usia kab
bulan. bulan yang | 0-23
mendapatka| bulan
n
pendamping
an.
b).Persentase Keluarga | Persen | 80 | 85 | 90 | Pemerintah | Dinkes, Intervensi
keluarga dengan desa, Dinsos Spesifik
dengan anak| anak Pemerintah | P3AKB
usia O bulan | usia O kab
dengan bulan
beratbadan | dengan
<2.500 berat
Gram yang | badan
mendapatkan| <2.500
tatalaksana | gram
kesehatan
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NO|RENCANAl  KEGIATAN | KEGIATAN | INDIKATOR | . .. " TARGET - Ll
NO|. TS e A SASARA PENANGGUNG e
| AKSI:| PRIORITAS DPERASIONAL KEBERHASILAN‘ SASARAN SATUAN (202220232024 JAWAB_ PENGAMPU;;?;
a2 B ® &) ",""’(6):%,“@ "‘(71 i\l @i an (2) St
c).Persentase Keluarga | Persen | 80 | 85 | 90 | Pemerintah Dmkes lntervensn
keluarga dengan desa, Spesifik
dengan anak| anak Pemerintah
usia 0 bulan | usia 0 kab
dengan bulan
panjang dengan
<48cm yang | panjang
mendapatka| <48cm
n
tatalaksana
kesehatan
dan gizi.
d).Persentase Keluarga | Persen | 60 | 70 | 80 | Pemerintah | Dinkes Intervensi
keluarga dengan desa, Spesifik
dengan anak| anak Pemerintah
usia 0-6 usia kab
bulan yang | 0-6
mendapatka| bulan
n ASl
eksklusif.
e).Persentase Keluarga | Persen | 60 | 70 | 80 | Pemerintah | Dinkes Intervensi
keluarga dengan desa, Spesifik
dengan anak| anak Pemerintah
6-23 bulan | usia6- kab
yang 23bulan
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No|[RENCANA| - KEGIATAN | 'KEGIATAN | " INDIKATOR | ... .| . |  TARGET |pgn, NGl e e
NO[ avar il ~ v WEEERSR RV | SAS; e " |PENANGGUNG e :
__| AKSl | PRIORITAS |opERASIONAL|KEBERHASILAN| SASARAN SATUANGorooomid  Jawap |PENGAMPU | KETERANGAN
) @ Gr @ | 6 e |7 | E@ea  ay a2 | (43
mendapat
kan MP-ASL
f).Persentase Keluarga | Persen {94,1/94,6] 95 | Pemerintah | Dinkes Intervensi
keluarga dengan desa, Spesifik
dengan anak| anak Pemerintah
usia 0-23 usia 0- kab
bulanyang | 23 bulan
mendapatka
n imunisasi
dasar
lengkap.
g).Persentase Keluarga | Persen | 60 | 70 | 80 | Pemerintah | Dinkes Intervensi
keluarga dengan desa, Spesifik
dengan anak| anak Pemerintah
usia 0-23 usia 0- kab
bulan 23 bulan
dengan dengan
infeksi diare
kronis yang | kronis
mendapatka
n
tatalaksana
kesehatan.
h).Persentase Keluarga | Persen | 70 | 80 | 90 | Pemerintah | Dinkes Intervensi
keluarga dengan desa, Spesifik
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_ |RENCANA| KEGIATAN | KEGIATAN | INDIKATOR Lo | TARGET" { PENANGGUNG| AP
0| AKSI | PRIORITAS |OPERASIONAL KEBERHASJLAM SASARAN | SATUAN 3075507307024 jawap | CAMPU | KETERANGAN
ay - @ 38 < I . G (M @ie|ae a1 (1z). | (13)
Dengan anak Anak Pemerintah
usia 0-23 usia 0- kab
bulan 23 bulan
dengan gizi | dengan
kurang yang| gizi
mendapatka| kurang
n tambahan
Asupan gizi.
i).Persentase Keluarga | Persen | 70 | 80 | 90 | Pemerintah | Dinkes Intervensi
keluarga anak desa, Spesifik
anak usia usia 0- Pemerintah
0-23 bulan | 23 bulan kab
dengan gizi | dengan
buruk yang | gizi
mendapat buruk
kan
tatalaksana
gizi
buruk.
9).Pemantauva | Persentase Balita Persen | 70 | 80 | 90 | TPK, Dinkes Intervensi
n berat Balita0-23 0-23 Puskesmas Spesifik
badan dan bulan dengan | bulan
panjang/ berat badan
tinggi dan panjang/
badan tinggi
balita0-23
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RENCANA| KEGIATAN KEGIATAN _ INDIKATOR | ... TARGET . |ppna GGIUNG! . . - -
NOI AKSI | PRIORITAS | orsmasionaL| Kememnasian| SASARAN SATUAN. oo | PENARCOING pENGAMPU. | RETERANGAN
) @ | B % [ - A e 7 | @ | ®ag| 11 _ [12) (13

Bulan badan sesuai
sesuai standard.
standar/
usia.

10).Pemantau | Persentase Balita 0- | Persen | 70 | 80 | 90 | TPK, Dinsos Intervensi
an balita 0-23 23 bulan Puskesmas | P3AKB Spesifik
perkemban | bulan yang Dinkes
gan dipantau
balita0-23 | perkembangan
bulan nya sesuai
sesuai standard.
standar/
usia.

11).Pendampin| Persentase Keluarga | Persen | 60 | 70 | 80 | TPK, Dinkes Interyensi
gananak | anak usia24- dengan Puskesmas Spesifik
usiaZ4-59 | 59 bulan anak
bulan dengan usia 24-
dengan infeksi kronis | 59
infeksi yang bulan
kronis. mendapatkan | dengan

tatalaksana infeksi
kesehatan. kronis

12).Pendampi | Persentase Keluarga | Persen | 70 | 80 | 90 | TPK, Dinkes lnter}'ensi
ngan anak | anak usia 24- | dengan Puskesmas Spesifik
usia 24- | 59 bulan anak
59 bulan | dengan gizi usia 24- j
dengan kurang yang 59 bulan {

J
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No| \ENCANA!  KEGIATAN | KEGIATAN | INDIKATOR | © | . |  TARGET _|pENANGGUNG Anen- | e
NO| -AKs! | PRIORITAS |OPERASIONAL|KEBERHASILAN| SASARAN SATUANZGaz029z024  Jawa |PENGAMPU KETERANGAN'
o @ @ [ wm e | m | @ @eay ey | 05 | @
Gizi mendapatkan | Gizi
kurang. tambahan kurang
asupan gizi.
13).Pendampi | Persentase Keluarga | Persen | 70 | 80 | 90 | TPK, Dinkes Intervensi
ngan anak | anak usia24- dengan Puskesmas Spesifik
usia24-59 | 59 bulan anak usia
bulan dengan gizi 24-59
dengan buruk yang bulan gizi
gizi mendapatkan buruk
buruk. tatalaksana
Gizi uruk.
14).Pemantau | Persentase Balita 0-59| Persen | 70 | 80 | 90 | TPK, Dinkes lnteryensi
an berat Balita0-59 bulan Puskesmas Spesifik
badan dan | bulan dengan
panjang/ berat badan
tinggi dan panjang/
badan tinggi badan
balita 0-59 | sesuai
bulan standard.
sesuai
standar/
usia.
15).Pemantaua| Persentase Balita 0-59| Persen | 70 | 80 | 90 | TPK, Dinsos Interyen5|
n balita 0-59 bulan Puskesmas | P3AKB Spesifik
perkemban | bulan yang Dinkes
Gan balita | dipantau i
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NO[ \DNCANAl KEGIATAN | KEGIATAN | - INDIKATOR | . oooanile oo o)  TARGET | | peNANGGUN |ppnrc anion | KETERANGAN
"O] AKS! | PRIORITAS |OPERASIONAL|KEBERHASILAN| SASARAN [SATUANG oo PENIRCECN PENGAMPU | KETERANGAN
el ' w1 ®m @ (@loog] ay | @2 | a3l
0-59 bulan | Perkembanga
sesuai nnya sesuai
standar/ standard.
usia.
16).Fasilitasi |a).Cakupan Keluarga 80 90 | Pemerintah | Dinsos Intervensi
keluarga keluarga pra desa, P3AKB Sensitif
pra pra sejahtera Pemerintah
sejahtera sejahtera beresiko kab
beresiko beresiko Stunting
Stunting Stunting
penerima penerima
bantuan bantuan
sacial. social.
b).Cakupan 80 90 | Pemerintah | Dinsos Intervensi
keluarga desa, P3AKB Sensitif
pra Pemerintah
sejahtera kab
penerima
manfaat
variasi
bantuan
pangan
selain
beras dan
telur.
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RENCANA| - KEGIATAN | KEGIATAN | INDIKATOR | | .| TARGET |PENANGGUNG|  K/L { Ay
NOI" AKs1 | PRIORITAS |OPERASIONAL|KEBERHASILAN| SASARAN |SATUAN 0 - jawas | PENGAMPY (KETERANGAN
ol @ ) M | ®m | & m | @|e|ay] ey | @z )

c).Cakupan PUS ' Persen | 80 | 85 | 90 | Pemerintah | Dinsos [ntervensi
miskin yang desa, P3AKB Sensitif
memperoleh Pemerintah
bantuan kab
tunai
bersyarat.
d).Cakupan Persen | 80 | 85 | 90 | Pemerintah | Dinsos Intervensi
PUS yang desa P3AKB Sensitif
memperoleh ,Pemerintah
bantuan kab
pangan non
tunai.
e).Cakupan Persen | 80 | 85 | 90 | Pemerintah | Dinsos Intervensi
PUS miskin desa, P3AKB Sensitif
yang Pemerintah
memperoleh kab
Penerima
Bantuan
[uran{PBI).
17).Fasilitasi | Persentase Keluarga | Persen | 80 | 85 | 90 | Pemerintah | Dinas PKP | Intervensi
terhadap keluarga berisiko desa, CipTaruy, Sensitif
akses air berisiko Stunting Pemerintah Dinkes
minum Stunting yang kab
layak bagi | mengakses air
keluarga Minum layak. |
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RENCANA KEGIATAN | KEGIATAN | INDIKATOR | _ cniranl | TARGET | penaneGUNG o i | e o
NOI' 'AKSI .| PRIORITAS |OPERASIONAL|KEBERHASILAN| SASARAN [SATUAN 502920232024  JAWAB |PENGAMPU |- KETERANGAN
a - & | 3 | ® 6 e | M |@ Eae (a1 f1z2) - - (13

berisiko
Stunting.
18).Fasilitasi Persentase Keluarga | Persen | 80 | 85 | 90 | Pemerintah Dinas PKP lnter_v?nsi
kepemilika| keluarga berisiko desa, CipTaru, Sensitif
nrumah berisiko Stunting Pemerintah
layak huni | Stunting yang kab
bagi memiliki
keluarga rumah layak
berisiko huni.
Stunting.
19).Fasilitasi Persentase Keluarga | Persen | 80 | 85 | 90 | Pemerintah | Dinas PKP Inter:v?nsi
jamban keluarga berisiko desa, CipTaru, Sensitif
sehatbagi | berisiko Stunting Pemerintah Dinkes
keluarga Stunting yang kab
berisiko mempunyai
Stunting. jambansehat.
20).Dapur Gizi | Persentase Desa Persen | 50 | 60 | 70 | Pemerintah | Dinsos Inter‘vensi
Keluarga di| desa prioritas desa, P3AKB, Spesifik
desa yang Pemerintah | DPMD,
prioritas melaksanaka kab
Stunting n Dapur Gizi
berbasis Keluarga
pangan berbasis
lokal. Pangan lokal.
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N[ RENCANA KEGIAT | KEGIATAN| INDIKATOR | . . . .|~ - TARGET =~ @ - = . . | R
Noy AKsh;Al AN~ |OPERASIONA KEBERHASILAN| SASARAN|SATUAN———————— pENANGEUN| e e aMPU | KETERANGAN
1) (&) 1.6y W™ 5y 1o |l lel o] el Q1) (12). . (13) -
-Pendampi | Pendampin |a) Cakupan Catin/Ca| Persen | 70 80 90 | Pemerintah | Dinkes, Intervensi
ngan gan Catin/ Catin/Ca PUS desa/kelur | Dinsos Spesifik
Semua CaPUsS3 PUS ahan P3AKB
Calon (tiga) bulan yang
Penganti | sebelum melakukan
n Calon menikah. pemeriksa
Pasangan an
Usia kesehatan
Subur dalam
(PUS) 3(tiga)bula
n sebelum
menikah

b). Persentase | Catin/Ca| Persen | 100 | 100 | 100 | Pemerintah | Dinkes, Intervensi
catin/caPUS | PUS desa, Dinsos Spesifik
anemia yang| Anemia Pemerintah | P3AKB
mengonsum kab /kota
si 90 Tablet
Tambah
Darah(TTD).

c). Persentase Catin/Ca| Persen | 100 | 100 | 100 | Pemerintah | Dinkes, Intervensi
catin/caPUS | PUS desa, Dinsos Spesifik
yang Dengan Pemerintah | P3AKB
mendapat status kab /kota
kan gizi
tatalaksana | (kurus/

gemuk)
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.RENCANA{ KEGIATAN | KEGIATAN | INDIKATOR| | | TARGET |PENANGGUNG|pre vt | KETERAL
NO| ks | PRIORITAS |OPERASIONAL KEBERHASILAN| SASARAN|SATUANISG;a0odz0z4]  JaWaB [P ENUAMPU | KETERANGAN
W @ 3 | @ | @Em [ e | ool ayg | az | @3
Kesehata
n dan gizi.

c. Audit 1).Terbentuk Persentase Kab/kota | Persen | 100| 100} 160 | Pemerintah | Dinsos Intervensi
Kasus nya tim kab/kota kab P3AKB Sensitif
Stunting audit kasus | yang memiliki Dinkes,

Stunting di | tim audit BP4D
kab/kota. Stunting. ! DPMD,
Kemenag
,PKP
CipTaru
2).Pelaksanaa | Persentase Kab/kota | Persen | 100 | 100| 100 | Pemerintah | Dinsos Intervensi
n audit pelaksanaan ! kab P3AKB Sensitif
kasus audit kasus Dinkes,
Stunting Stuniing dan BP4D
dan manajemen DPMD,
manajemen | pendampinga Kemenag
pendampin | nkeluarga ,PKP
gan 2kali dalam CipTaru
keluarga. setahun.
3).Diseminasi | Persentase Kab/kota | Persen | 100 | 100| 100 | Pemerintah | Dinsos Intervensi
hasil audit | diseminasi kab P3AKB Sensitif
kasus hasil audit Dinkes,
Stunting kasus BP4D
dan Stunting dan
manajemen | manajemen
pendampin | pendampinga
gan n keluarga
keluarga. 2kali dalam
setahun.
I
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KEGIATAN

RENCANA| KEGIATAN INDIKATOR TARGET __ | pPENANGGUNG »
NO| " AKSl | PRIORITAS |OPERASIONAL|KEBERHASILAN| SASARAN|SATUAN707550,92024)  Jawap | TENGAMPU | KETERANGAN
| @ (3] &7 (5) (6) (7 (@] (9|00 (11 (2) as3j
4).Tindak Persentase Kab/kota | Persen | 100 | 100 100 | Pemerintah | Dinsos Intervensi
lapjut hasil | tindak lanjut kab P3AKB Sensitif
audit kasus | hasil audit Dinkes,
Stunting kasus BP4D
dan Stunting dan DPMD,
manajemen | manajemen Kemenag,
pendampin | pendampinga PKP
gan n keluarga CipTaru
keluarga. 2kali dalam
setahun.

3. | Kluster |a.Perencanan, 1).Koordinasi |a).Persentase (Pemerintah| Persen | 80 [ 100| 100 | Pemerintah | BP4D Intervensi
Manajeri| dan dan kab /kota kab/kota kab Koordinatif
al penganggar| sinkronisasi yang

an perencanaan meningkat
dan kan alokasi
penganggara APBD
n tingkat minimall10
kab %untuk
Percepatan
Penurunan
Stunting
dari tahun
sebelum

nya.
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No

AKSI

' RENCANAI KEGIATAN

PRIORITAS

 KEGIATAN
OPERASIONAL

INDIKATOR

KEBERHASILAN| SASARAN

TARGET

SATUAN

2022

2023

2024

PENANGGUNG|

JAWAB

PENGAMPU

KETERANGAN

£7)

e

3

“

&)

(6)

Y

@

®)

(19

(11

(12)

(13

b).Persentase
kab yang
mengaloka
sikan
proporsi
70%
anggaran
intervensi
sensitif,
25%
anggaran
intervensi
spesifik
dan 5%
anggaran
intervensi
koordinatif,

Persen

80

100

100

Pemerintah
kab

PB4D

[Intervensi
Koordinatif

2).Koordinasi
dan
sinkronisasi
perencanaan
dan
penganggara
n tingkat
desa.

Persentase
desa yang
meningkatian
alokasi
APBDesminim
al 10% untuk
Percepatan

Pemerintah
desa

Persen

80

100

100

Pemerintah
desa

DPMD,PB4D

Intervensi
Koordinatif
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NO|RENCANA KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR - TARGET PENANGGUNG
Al | PRIORITAS |OPERASIONAL|KEBERHASILAN SASARAN|SATUANZ07220232024  JAWAB | 'ENGAMPU | keTERANGAN
) @ (3 ) &) . (6) 7 |8 (3|09 (11) (1z) (13)
Penurunan
Stunting dari
tahun
sebelumnya.
b.Pengawasa Pelaksanaan | Persentase Pemerintah| Persen | 100 | 100 | 100| Pemerintah Intervensi
dan Pengawasan | kabupate/kota| kab/kota kab Sensitif
embinaan dan yang tidak
kuntabilitas | pembinaan memiliki
Penyelenggara | akuntabilitas | temuan hasil
an Kegiatan dalam pemeriksaan
PercepatanPen| perencanaan | atas
urunan dan perencanaan
Stunting penyelengga | dan
raan penyelenggara |
kegiatan an kegiatan |
Percepatan | Percepatan |
Penurunan Penurunan
Stunting. Stunting.
C.Pemantau [1).Pengembang| Tersedianya Lembaga | Doku 1 1 1 | Pemerintah | Dinsos Intervensi
an, anmeta meta data. men kab P3AKB Sensitif
Evaluasi, data. Dinkes,
dan BP4D
Pelaporan DPMD,
Kemenag,
PKP CipTaru
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IRENCANA| KEGIATAN | KEGIATAN | INDIKATOR ‘ TARGET |PENANGGUNG| PENGAMPU |
NO|""AKSI | PRIORITAS |OPERASIONAL|KEBERHASILAN| SASARAN SATUAN- —om—mrm  JawaB KETERANGAN
@ 3) - @ 5) (6) 7 16| 09|00 (11) (2) (13)

2).Pengemban | Terintegrasi Lembaga | Dokum | 1 - - | Pemerintah | Dinkes, Intervensi
gan SOP nya data en kab Dinsos P3AKB | Sensitif
mekanisme | Stunting. Dinkes,
sharing BP4D,
data. DPMD,
Kemenag,P
KP CipTaru,
BPS

: 3).0perasional | Terlaksanany | Tim Pusat| Sistem | 1 1 1 | Pemerintah | Dinkes, Intervensi

' pengelolaan | asistem Pengendali kab Dinsos P3AKB | Sensitif

‘ Pusat pengelolaan Data Dinkes,

Pengendalia | data keluarga BP4D,

n Data berisiko DPMD,

Stunting Stunting. Kemenag,P

Nasional. KP CipTaru,
BPS




-32-

RENCANA| KEGIATAN ¢ KEGIATAN INDIKATOR : TARGET | pENANGGUNG 1
NO["“AKSI | PRIORITAS |OPERASIONAL |KEBERHASILAN| SASARAN |SATUANmm omp ol wap | PENGAMPU | KETERANGAN
g, @ 3 @ ) (6} 7) 1@ 0|19 (1) 12) (13)

4).Forum satu | Terlaksana Lembaga Kegiatanr 2 2 2 | Pemerintah | V Dinkes, Intervensi
data PASTI. | nya forum dan kab Dinsos P3AKB | Sensitif
satu data pemerintahl Dinkes,
PASTI dua daerah BP4D,
kali dalam DPMD,
1tahun. Kemenag,P
KP CipTaru,
BPS
5).Pemantaua | Persentase Pemerintah| Persen | 80 | 85 | 90 | Pemerintah | V Dinkes, Intervensi
n dan Pemerintah daerah kab Dinsos P3AKB | Sensitif
evaluasi daerah Dinkes,
kinerja provinsi dan BP4D,
pemerintah | pemerintah DPMD,
daerah daerah Kemenag,
provinsi dan | kab/kota PKP
kab/kota yang CipTaru,
dalam berkinerja BPS
konvergensi | baik dalam
percepatan | konvergensi
penurunan | percepatan
Stunting. . penurunan

Stunting.
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RENCANA

KEGIATAN

KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET

NO'"AKsl | PRIORITAS |OPERASIONAL|KEBERHASILAN| SASARAN |SATUANL . PENANCIRREIA | povaamey | KETERANGAN
L @ 3 €2 5) (6} 7 | @ a9 a1 (12) 13 (14
16)Pemanmuan Persentase Desa Persen | 80 | 85| 90 | Pemerintah Kab | DPMD, Intervensi
dan desa BP4D Sensitif
evaluasi kelurahan
kinerja yang
pemerintah | berkinerja
desa dalam | baikdalam
konvergensi | konvergensi
percepatan | percepatan
penurunan | penurunan
Stunting. Stunting.
BUPATI B WOSO0,
SHAWA FIN
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bondowoso

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3/ Maret 2032

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2022 NOMOR aa
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